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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Lingkungan Peradilan terdiri dari empat bidang, yaitu Peradilan Agama, 

Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing 

– masing lembaga tersebut memiliki ruang lingkup dan naungan dari 

Mahkamah Agung.1 

Salah satu dalil yang menjadi dasar dari berdirinya Peradilan Agama 

dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S an-nisa / 4:135. 

لْوَالِدَيْنِ وَالْْقَْ ربَيِْنَ ۚ اِنْ لٰٰٓى انَْ فُسِكُمْ اوَِ ايٰٰٓايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّامِيْنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ للِٰ هِ وَلَوْ عَ ۞ 
راً فاَللٰ هُ اوَْلٰى بِهِمَاۗ فَلََ تَ تَّبِعُوا الْهَوٰٰٓى انَْ تَ عْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَ لْو اٗ  يَّكُنْ غَنِيًّا اوَْ فَقِي ْ  بِمَا كَانَ  اللٰ هَ  فاَِنَّ  تُ عْرضُِوْا اوَْ  ٰٓٓ

راً تَ عْمَلُوْنَ  خَبِي ْ  

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”2 

Kemampuan komunitas Islam untuk mengakses keadilan dipengaruhi 

oleh kehadiran pengadilan agama sebagai pengaturan pengadilan Islam. 

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 

                                                           
1 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia,” 

Jurnal Al-Qadau Vol 6 Nomor 1 (Juni 2019),hal.120. 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah Online, 

“https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176,” (diakses pada 11 

Juli 2023). 
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7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan landasan hukum yang 

signifikan yang menegaskan keunggulan keadilan agama di Indonesia.3 

Seiring percepatannya kemajuan teknologi yang mempermudah 

pekerjaan manusia, bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi 

perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi 

yang tidak terbendung menyebabkan banyak informasi tersedia, tetapi tidak 

memiliki nilai guna. Teknologi akhirnya juga terintegrasi dalam ruang sidang 

pengadilan. Perubahan itu berpengaruh pada teknologi informasi dalam 

mengelola perkara. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia belum memenuhi 

seperti yang diharapkan karena setiap pihak yang terlibat di pengadilan kurang 

memiliki kapasitas, konsistensi, dan integritas untuk memberikan pelayanan 

hukum secara sungguh-sungguh. Sebagian orang beranggapan bahwa 

pelayanan pengadilan masih belum optimal.4  Jika sebelumnya dalam proses 

persidangan di pengadilan perkara di pengadilan dilakukan secara manual atau 

konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan 

penggunaan waktu yang lama hingga biaya yang tidak sedikit pula maka 

dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat 

menjadi solusi akan permasalahan tersebut sehingga dapat berupaya 

                                                           
3 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", 

Jurnal Al-Qadau Vol 6 Nomor 1 (Juni 2019) , hal.120. 
4 Dedi Putra, “A Modern Judicial System In Indonesia : Legal Breakthrough of E-Court 

and E-Legal Proceeding,” Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan (2020), 

hal. 275. 
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mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.5 

Praktek penyelenggaraan peradilan yang efisien dengan prinsip peradilan 

sederhana,cepat dan biaya ringan adalah praktik dengan dasar prinsip 

universal.6 Guna mewujudkan pelayanan administrasi peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengikuti tuntutan perkembangan 

teknologi, Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk 

memperbaiki pelayanan di pengadilan adalah dengan meluncurkan sistem e-

court atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.7 Maka 

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang telah 

dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 

atau yang disingkat dengan PERMA AP3E.8 

Seiring dengan adanya revisi terkait Perma tersebut, maka terbitlah 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma 

                                                           
5 Nurfatin Yolandita Mandovi, “Application of E-Litigation in Unlawful Acts at the 

Sidoarjo District Court,” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Volume 2 Nomor 1, (April 

2022),hal. 46. 
6 Susanto,dkk, “Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State 

Court and Religious Court of Rights,” International Journal of Arts and Social Science Volume 

3 Issue 3 (Juni 2020). 
7 Zil Aidi, “E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie 

Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 

Nomor 2 (Maret 2021), hal. 212. 
8 Nur Laeli Sukesti Ariani Nasutio, “Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan 

Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia,” Cakrawala Hukum: Majalah 

Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 23, no. 1 (2021), hal.44. 
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ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 

Oktober 2022 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan 

masyarakat. Secara umum Perma ini berisi tentang pelaksanaan Administrasi 

dan persidangan secara elektronik guna menciptakan proses sederhana,  cepat 

dan biaya ringan. 

Sehubung menanggapi adanya revisi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan 

diterbitkanlah Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan 

persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pemanggilan adalah tahapan 

sebelum persidangan yang menentukan persidangan dan keputusan. Surat 

panggilan yang sah dapat memberikan alasan suatu tuntutan harus dikabulkan 

tanpa hadirnya lawan. Sebaliknya, pemanggilan yang tidak sah menyebabkan 

sidang tidak dapat dilaksanakan.9 

Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat 

dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal 

penerimaan.10 sebagaimana yang terkandung dalam: 

Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 17 Ayat (2) pada  Perma Nomor 7 Tahun 

2022 yaitu  Pasal 15 Ayat (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil 

sebagaimana pada ayat (1) huruf  b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya 

dilakukan melalui surat tercatat. dan Pasal 17 Ayat (2) Dalam hal Tergugat 

                                                           
9 Rosdalina Bukido, dkk, “The Effectiveness of the Relaas Call in Settlement of Divorce 

Cases in the Religious Courts,” AL-Adl Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial 

V0l.14 No.1 (Januari 2021), hal. 48. 
10 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “https://Jdih.Mahkamahagung.Go.Id/Legal-

Product/Perma-Nomor-7-Tahun-2022/Detail,” (Diakses Pada 11 Juli 2023). 
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tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan 

melalui surat tercatat. 

Perihal Relaas panggilan menggunakan surat tercatat pada dasarnya 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Pos 

Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS.106/DIR-5/0523 Tanggal 22 Mei 

2023 tentang pengiriman dokumen surat tercatat. Dengan adanya perjanjian 

kerjasama ini, Maka dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik untuk 

proses penyampaian panggilan dan pemberitahuannya juru sita tidak lagi 

menyampaikan secara langsung terhadap para pihak akan tetapi disampaikan 

oleh pihak Petugas Pos yang menyampaikan kepada para pihak yang 

berperkara. Proses pengiriman dokumen surat tercatat yang dilakukan melalui 

PT.Pos Indonesia ini berbeda dengan pengiriman surat pada umumnya. Untuk 

pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya nantinya akan diserahkan 

langsung ke orang yang bersangkutan lengkap dengan foto saat menerima, 

keterangan waktu dan lokasi. ia menambahkan, jika orang yang bersangkutan 

tersebut tidak ada di tempat, maka surat akan diberikan kepada kepala desa 

setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Perjanjian kerjasama 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman surat-surat 

yang menjadi bagian penting dalam jalannya proses peradilan guna 

mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan pengiriman surat ini 

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari seluruh wilayah 

Indonesia dengan tujuan dalam negeri memiliki tiga layanan produk yaitu 

untuk produk pertama, Pos same day, layanan pengiriman surat tercatat dengan 
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standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam 

kota). Kedua Pos next day, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar 

waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga 

Pos reguler, layanan pengiriman  surat tercatat dengan standar waktu 

penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di 

pihak Kedua. Untuk pengiriman surat tercatat ini pada praktiknya 

menggunakan layanan Pos reguler yakni dengan standar waktu penyerahan 

maksimum H+11. Hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah  Agung 

Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 11 bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat 

tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima 

secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, 

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pengiriman ini 

dapat dilakukan diseluruh instansi peradilan di bawah Mahkamah Agung se-

Indonesia. 

 Pada dasarnya Relaas panggilan ini merupakan tugas juru sita/juru sita 

pengganti yang mengantarkan kepada pihak penggugat dan tergugat yang 

diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 39 Nomor 3 Tahun 

2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. Sedangkan untuk menjadi seorang juru sita/juru sita 

pengganti itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 39 jo 41 UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : (1) Untuk dapat diangkat 

menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia 
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b. Beragama islam 

c. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

e. Berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat 

f. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti 

g. Sehat jasmani dan rohani 

Dengan adanya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT.Pos 

Indonesia (Persero). Maka Relaas panggilan ini dilakukan dengan 

menggunakan surat tercatat dan disampaikan oleh pihak pos. Hal tersebut 

menjadi sebuah problem baru karena dalam hal pemanggilan (Relaas) itu 

merupakan tugas dari juru sita/juru sita pengganti yang dilakukan secara resmi 

dan patut, karena untuk menjadi seorang juru sita/juru sita pengganti itu perlu 

adanya sumpah dan bersifat sakral. Nampaknya Pengadilan Agama Barabai 

telah menerapkan kerja sama dengan pihak Kantor Pos terhadap pemberlakuan 

surat tercatat. Adanya surat tercatat ini dapat dijadikan bukti yang kuat dan 

menjadi urgensi yang harus dilakukan untuk mempergunakan hak-hak  

tergugat. Namun masih menjadi pertanyaan apakah surat tercatat yang 

dikirimkan melalui Kantor Pos dan dikirimkan oleh pihak Kantor Pos itu telah 

tepat pengirimannya terhadap penerima, Karena pada praktiknya, dari data 

yang diperoleh dari Pengadilan Agama Barabai, masih terdapat resi/tracking 

pengiriman pada dokumen  yang diantar oleh pihak pos keterangan yang ditulis 

oleh petugas pos kurang lengkap/ kurang jelas seperti telah berhasil oleh si 
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penerima (orang rumah). Sedangkan pada pemanggilan (Relaas panggilan) itu 

dilakukan secara resmi dan patut. 

Menurut data yang penulis temui berdasarkan observasi awal di 

Pengadilan Agama Barabai pada hari selasa 18 Juli 2023 menurut hakim 

Pengadilan Agama Barabai yaitu yang mulia ibu Wida Uliyana, S.H. 

mengatakan  merasa kurang setuju akan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 

terkait pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh pihak Pos 

khusus nya terkait keamanan dalam menyampaikan panggilan terhadap para 

pihak jauh berbeda dengan juru sita, maka dari itu hal tersebut dapat 

mempengaruhi keabsahan surat tercatat, karena keabsahannya itu terkait 

dengan patut atau tidaknya apakah betul telah diterima oleh para pihak 

khususnya kepada pihak tergugat, kemudian juga  rawan  sekali  terjadi adanya 

penggugat yang mencantumkan alamat tergugat dengan alamat palsu/tidak 

jelas dan ketidaktahuan petugas pos terhadap pihak lawan sebagaimana diatur 

dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan melalui surat 

tercatat.  Panggilan itu dinyatakan tidak patut ketika oleh yang di dalam rumah 

alamat tersebut mengembalikan ke petugas pos . maka laporan dari tracking 

itulah yang kemudian dinilai tidak patut dan surat tercatat itu boleh diterima 

oleh siapa pun yang penting tidak dikembalikan.  

Adapun menurut yang mulia bapak Rizal Arif Fitria ,S.H.,M.Ag selaku 

hakim Pengadilan Agama Barabai, berpendapat bahwa pemanggilan surat 

tercatat ini  didasari dengan keyakinan  saja bahwa surat tersebut telah diterima 

oleh para pihak karena pada dasarnya kepatutan dalam surat tercatat itu asalkan 
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tidak dikembalikan ke pihak pos maka hal itu dianggap patut. Pada hakikatnya 

jika sudah sampai dan surat itu telah diterima karena alamatnya sudah tertera 

di surat tersebut. Maka surat tercatat yang diantarkan oleh petugas pos itu 

dianggap patut selama diyakini bahwa surat itu telah diterima di alamat yang 

jelas dan tepat maka hakim tidak bisa meyakini bahwa tidak patut. Karena 

kalau misal alamatnya tidak patut pasti pihak pos akan juga mengantarkan 

kepada lurah, kalau lurahnya tidak  terima maka kemudian tidak diakui warga 

sekitar maka dikembalikan lagi kepada pihak pengadilan maka setelah itu  

penggugat disuruh mencari alamat tergugat. Ketika petugas pos menyatakan 

diterima oleh orang rumah (bukan pihak tergugat) yang tertera di tracking 

diterima langsung hal itu dianggap sah saja, asalkan disertai dengan bukti foto 

telah diterima. Karena tidak mungkin orang pos itu mau menunggu lama 

berbeda dengan juru sita, harus menunggu orang yang bersangkutan. Hakikat 

panggilan itu agar tidak dihilangkan hak para pencari keadilan sebagai orang 

yang berkepentingan agar hak- haknya terlindungi. Oleh karena itu pendapat 

ini di dasari oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Sema Nomor 1 Tahun 2023 

tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. 

Mengapa disini penulis mengangkat masalah kepada persepsi hakim, 

panitera dan juru Ssita di Pengadilan Agama Barabai karena ingin lebih 

mengetahui bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita mengenai 

masalah keabsahan panggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh 

Petugas Pos sedangkan panggilan itu harus dilakukan secara resmi dan patut 

oleh juru sita/juru sita pengganti. 
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Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan  penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama 

Barabai dengan Judul Proposal Penelitian “Persepsi Hakim, Panitera dan 

Juru Sita tentang  Relaas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di 

Pengadilan Agama Barabai” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini yang akan menjadi permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita terkait keabsahan surat 

tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara 

dan persidangan di Pengadilan secara elektronik  ? 

2. Apa akibat hukum yang muncul dari penerapan relaas panggilan 

menggunakan surat tercatat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita 

terkait keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik . 

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang muncul dari penerapan relaas 

panggilan menggunakan surat tercatat. 
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D. Signifikasi Penelitian 

Alpalbilal penelitialn ini berhalsil dengaln balik, dihalralpkaln dalpalt 

bermalnfalalt balgi pihalk-pihalk yalng berkepentinga ln, balik secalral teoritis 

malupun pralktis.  A ldalpun kegunalaln penelitialn ini aldallalh : 

1) Secalral teoritis, ha lsil penelitialn ini dalpalt memberikaln sumbalng 

pemikiraln secalral teoritik malupun konseptuall dallalm ralngka l 

pengembalngaln ilmu pengetalhualn, terkalit Permal Nomor 7 talhun 2022. 

2)  Secalral Pralktis, penelitialn ini memberikaln kontribusi sebalgali balhaln 

penyempurnal balgi studi selalnjutnya l daln jugal untuk menalmbalh khalzalnalh 

keilmualn di perpusta lkalaln sebalgali informalsi balgi peneliti yalng alkaln 

meneliti dallalm perspektif yalng salmal. 

E. Definisi Operalsional  

Algalr penelitia ln ini dalpalt memberikaln informalsi ya lng jelals daln 

tentunyal tidalk melebalr daln bersifalt umum,ma lkal penulis membaltalsi diri palda l 

beberalpal istilalh khusus sebalgali berikut : 

1. Persepsi aldallalh talnggalpaln seoralng berupal pendalpalt altalu pemikiraln 

terhaldalp sualtu ya lng terjaldi di sekitalrnyal berupal perkaltalaln, keja ldialn, 

kalsus , perbualtaln, palndalngaln, hukum,daln lalin-lalin.11 

2. Halkim aldallalh Oralng ya lng mengaldili perkalral dallalm persidalngaln ya lng 

bertugals menyelesa likaln daln menegalkkaln permalsallalh hukum terhaldalp 

                                                           
11 Kemendikbud Republik Indonesia “Persepsi” KBBI Da lring,” 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi” (dialkses 11 Juli 2023). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi
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sualtu perbualtaln individu altalu lebih denga ln memberikaln putusaln altalu 

penetalpaln berdalsalrkaln ketentualn hukum formil daln malteriall.12 

3. Palniteral aldallalh Pejalbalt pengaldilaln ya lng sallalh saltunyal tugalsnyal aldallalh 

membalntu halkim dallalm membualt berital alcalral pemeriksalaln dallalm proses 

persidalngaln.13 

4. Juru sital aldallalh sallalh saltu pelalksalnal tugals keperkalralaln di Penga ldilaln 

daln memiliki tuga ls utalmal melalkukaln palnggilaln persidalngaln untuk pa lra l 

pihalk, alhli, menya lmpalikaln putusaln altalupun teguraln.14 

5. Rela lals palnggilaln aldallalh bialsal digunalkaln dallalm konteks hukum alcalra l 

ya lng merujuk pa ldal lalporaln pemalnggilaln pihalk yalng berperkalral di 

Pengaldilaln.15 

6. Suralt Tercaltalt aldallalh suralt yalng diallalmaltkaln kepaldal penerimal daln dalpalt 

dibuktikaln dengaln talndal terimal dalri penerimal dengaln menyebutka ln 

talnggall penerimalaln.16 

7. Persidalngaln Elektronik aldallalh seralngkalialn proses memeriksal daln 

mengaldili perkalral oleh pengaldilaln yalng dilalksalnalkaln dengaln dukungaln 

teknologi. Persida lngaln elektronik ini dila lkukaln altals persetujua ln dalri 

                                                           
12 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-

product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail.” (Diakses pada 11 Juli 2023). 
13 Tim Penulis Kamus Hukum, “https://Kamushukum.Web.Id/?s=Panitera+,” (Diakses 

Pada 11 Juli 2023). 
14 Tim Penulis Kamus Hukum, “https://Kamushukum.Web.Id/?s=Juru+Sita,”( Diakses 

Pada 11 Juli 2023). 
15 Tim Penulis Kamus Hukum, “https://kamushukum.web.id/?s=Relaas,” (Diakses pada 

11 Juli 2023). 
16 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-

product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail.” (Diakses Pada 11 Juli 2023). 
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palral pihalk dallalm sualtu perkalral setelalh proses media lsi dinyaltalkaln tidalk 

berhalsil.17 

F. Kaljian Pustaka 

Peneliti mela lkukaln penelitialn yalng berjudul Persepsi Ha lkim, Palnitera l 

daln Juru Sital tentalng Rela lals Palnggilaln Menggunalkaln Suralt Tercaltalt di 

Pengaldilaln Algalmal Balralbali. Paldal kaljialn pustalkal ini dimalksudkaln untuk 

membedalkaln denga ln penelitialn sebelumnya l yalng memiliki kemiripaln dengaln 

penelitialn ini : 

1. Penelitia ln Dyalh Alyu Syalrifalh (503210020). Penelitialn berjudul 

Efektivitals Permal Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Aldministralsi Perka lral daln 

Persidalngaln di Penga ldilaln secalral Elektronik (Studi Pa ldal Pengaldilaln A lgalmal 

Ngalwi daln Penga ldilaln Algalmal Ponorogo). Metode ya lng digunalkaln dallalm 

penelitialn ini aldallalh penelitialn lalpalngaln (field resealrch) dengaln menggunalkaln 

pendekaltaln yuridis-empiris. Teknik pengumpula ln daltal melallui walwalncalral daln 

dokumentalsi.. Penelitia ln ini menjelalskaln tentalng efektivitals hukum terhaldalp 

PERMA l Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Aldministralsi Perkalral daln Persida lngaln 

di Pengaldilaln Seca lral Elektronik di Pengaldilaln Algalmal Ngalwi daln Penga ldilaln 

Algalmal Ponorogo sertal tinjalualn efektivitals hukum terhaldalp pemberla lkualn 

suralt tercaltalt dallalm PERMA l Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Aldministralsi 

                                                           
17 Kementerian keuangan  Republik Indonesia , 

“https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/PersidanganSecara Elektronik.,” (Diakses Pada 11 Juli 

2023). 
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Perkalral daln Persidalngaln di Pengaldilaln Secalral Elektronik di Penga ldilaln 

Algalmal Ngalwi daln Pengaldilaln Algalmal Ponorogo. 

Yalng membeda lkaln penelitialn ini denga ln penelitia ln dialtals aldallalh 

penelitialn di altals membalhals terkalit keefektivita lsaln hukum terhaldalp Permal 

Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Aldministralsi Perkalral daln Persidalngaln di 

pengaldilaln secalral elektronik sertal Pemberlalkualn suralt tercaltalt dallalm Permal 

Nomor 7 Talhun 2022. Seda lngkaln Penelitialn ini membalhals terkalit Kea lbsalhaln 

suralt tercaltalt paldal Permal Nomor 7 Talhun 2022 tenta lng Aldministralsi Perka lral 

daln Persidalngaln di pengaldilaln secalral Elektronik .Untuk Persalmalaln penelitia ln 

ini dengaln penelitia ln dialtals aldallalh terkalit dengaln ketentualn PERMA l Nomor 7 

Talhun 2022.18 

Penelitia ln  Dwi Utalmi Hudalyal Nur. Penelitia ln ini berjudul Peralnaln 

Juru Sital dallalm Proses Pema lnggilaln Palral Pihalk di Pengaldilaln Algalmal. Metode 

ya lng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn hukum normaltif dengaln 

menggunalkaln pendekaltaln alnallisis deskripsi. Penelitia ln ini menjela lskaln 

tentalng Tugals daln talnggung jalwalb Juru Sita l dallalm proses pemalnggilaln palra l 

pihalk untuk haldir di persidalngaln dengaln memalnggil lalngsung palral pihalk yalng 

berperkalral untuk haldir di persidalngaln, dengaln menyeralhkaln suralt 

pemalnggilaln besertal sallinaln suralt gugaltalnnyal kepaldal palral pihalk secalral pribaldi 

di tempalt tinggallnyal. Daln memberitalhukaln balhwal ya lng bersalngkutaln boleh 

                                                           
18 Dyalh Alyu Sya lrifa lh, Efektivita ls Perma l Nomor 7 Ta lhun 2022 tenta lng Aldministra lsi 

Perka lra l daln Persida lngaln di Pengaldila ln secalra l Elektronik (Studi Pa ldal Pengaldilaln A lgalma l 

Nga lwi daln Pengaldila ln Alga lmal Ponorogo) (Ponorogo: Institut Alga lma l Isla lm Negeri Ponorogo, 

2023), hal. 95. 
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menjalwalb suralt gugaltaln tersebut secalral tertulis (ini sesua li dengaln Palsall 121 

alya lt (2) HIR daln Palsall 145 alyalt (2) RBg serta l Juru Sital alpalbilal tidalk dalpalt 

bertemu secalral lalngsung dengaln oralng ya lng bersalngkutaln di tempalt tingga ll 

(kedialmaln tetalp), ma lkal suralt palnggilaln altalu relalals disalmpalikaln kepaldal kepallal 

desal, yalng waljib dengaln segeral memberitalhukaln palnggilaln itu kepaldal pihalk 

ya lng bersalngkuta ln sertal tugals Juru Sital sebalgali pihalk yalng palling berperaln 

penting dallalm proses a lwall persidalngaln, yalitu pemalnggilaln. Proses 

pemalnggilaln tersebut halrus dilalksalnalkaln secalral resmi daln paltut sesuali dengaln 

peralturaln perundalng undalngaln. Selalin dalripaldal pemalnggilaln secalral resmi daln 

paltut yalng dilalkukaln oleh Juru Sital ya lng dalpalt memudalhkaln ja llalnnya l 

persidalngaln, dibutuhkaln jugal kejujuraln Juru Sital dallalm menya lmpalikaln isi 

relalals palnggilaln yalng merupalkaln dalsalr daln bukti palnggilaln yalng alkaln 

dibalwalh ke haldalpaln halkim. 

Aldalpun Persa lmalaln penelitialn ini denga ln penelitia ln dialtals aldallalh 

terkalit Proses Pema lnggilaln palral pihalk. Yalng membedalkaln penelitia ln ini 

dengaln penelitialn dia ltals aldallalh penelitialn di altals membalhals terkalit Pera lnaln 

Juru Sital dallalm Proses Pema lnggilaln Palral Pihalk di Pengaldilaln A lgalmal. 

Sedalngkaln Penelitia ln ini membalhals terkalit Proses pema lnggilaln menggunalkaln 

suralt tercaltalt yalng disa lmpalikaln oleh pihalk PT. Pos Indonesia l..

19
. 

                                                           
19 Dwi Uta lmi Huda lya l Nur, “Pera lna ln Juru Sita l da lla lm Proses Pema lnggilaln Pa lra l Piha lk 

di Penga ldilaln Alga lma l,” A ll-A lhya l: Jurnall Pemikira ln Pendidika ln, Kealga lma laln daln Tra lnsforma lsi 

sosia ll Vol. 7 No. 1 (2021), hal.5. 
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2.  Penelitia ln Dicki Iskalndalr daln Rital Ralhmalwalti. Penelitia ln ini 

berjudul Rela lals Berbalsis Online daln Implikalsinyal terhaldalp Kea lbsalhaln 

Putusaln ( Studi di Penga ldilaln Algalmal Brebes). Penelitia ln ini membalhals tentalng 

kepaltutaln relalals berbalsis online daln implikalsinya l terhaldalp kealbsalhaln putusaln 

di Pengaldilaln Algalmal Brebes. Jenis penelitia ln kuallitaltif dengaln mengguna lkaln 

metode yuridis empiris. Ha lsil penelitialn menunjukka ln balhwal pemalnggilaln 

secalral online dika ltalkaln salh daln paltut dengaln caltaltaln Juru Sital dallalm 

melalkukaln pemalnggilaln halrus sesuali prosedur dengaln mendalsalrkaln peralturaln 

Sema Nomor 4 Talhun 2014 daln sidalng tetalp dilalksalnalkaln sebalgalimalna l 

mestinyal, algalr tidalk terjaldinya l penundalaln persidalngaln ya lng malnal dallalm hall 

ini tidalk diinginka ln oleh palral pihalk pencalri kealdilaln. Aldalpun implika lsinyal 

terhaldalp kealbsalhaln putusaln aldallalh putusaln itu salh dengaln berlalndalskaln 

kekualsalaln kehalkimaln dengaln prinsip pengaldilaln ya lng malnal menggunalkaln 

alsals cepalt, sederhalnal daln bialya l ringaln. 

Aldalpun Persa lmalaln penelitialn ini denga ln penelitia ln dialtals aldallalh 

terkalit Proses persidalngaln secalral Elektronik. Yalng membedalkaln penelitialn ini 

dengaln penelitia ln dialtals aldallalh penelitialn di altals membalhals terkalit Relalals 

Berbalsis Online da ln Implikalsinyal terhaldalp Kealbsalhaln Putusaln ( Studi di 

Pengaldilaln Algalmal Brebes). Sedalngkaln Penelitia ln ini membalhals terkalit 
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kealbsalhaln suralt terca ltalt paldal Permal Nomor 7 Talhun 2022 tenta lng 

Aldministralsi Perkalral daln Persidalngaln di pengaldilaln secalral Elektronik.20 

3.  Penelitia ln Novitsalr Halsintongaln Palkpalhaln. Penelitia ln ini 

berjudul “Teori Ketepa ltaln Walktu Hukum Terhaldalp Pemalnggilaln Mela llui e-

Summons daln Suralt Tercaltalt. Penelitialn ini membalhals tentalng Pema lnggilaln 

altalu rela lals dallalm konteks perdaltal sertal permalsallalhaln jalngkal walktu yalng 

sering dialbalikaln selalmal telalh dilalkukaln secalral paltut daln salh ta lnpal 

mempedulika ln kema lmpualn altalu kesa lnggupa ln pihalk ya lng dipa lnggil sertal 

perkemba lnga ln fa lsilitals pema lnggilaln ya lng berpotensi mela lngga lr ha lk da ln kewa ljiba ln 

pihalk ya lng menerima l pa lnggilaln.  

Aldalpun Persa lmalaln penelitialn ini denga ln penelitia ln dialtals aldallalh 

salmal-salmal membalhals terkalit pemalnggilaln melallui suralt tercaltalt. Yalng 

membedalkaln penelitia ln ini dengaln penelitia ln dialtals aldallalh penelitialn di altals 

membalhals tentalng ketepaltaln walktu hukum Rela lals palnggilaln melallui e-

summons daln  suralt tercaltalt, sedalngkaln penelitialn ini membalhals terkalit 

kealbsalhaln daln kepaltutaln dalri rela lals palnggilaln yalng disalmpalikaln Petugals Pos 

kepaldal pihalk berperkalral.21 

4. Penelitia ln Alhmald Burhalnuddin,Syeh Salrip Haldaliyaltulla lh,daln 

Pralmudya l Wisesal ( UIN Ralden Intaln La lmpung). Penelitia ln ini berjudul 

                                                           
20 Dicki Iska lnda lr,dkk, “Rela la ls Berbalsis Online da ln Implika lsinya l Terha lda lp Kea lbsa lha ln 

Putusa ln ( Studi di Penga ldilaln Alga lma l Brebes),” All-Hukka lm: Journall of Islalmic Fa lmily La lw 

Volume: 1 Nomor: 1 (2021), hal. 68. 
21 Novritsa lr Ha lsintonga ln Palkpa lha ln, “Teori Ketepalta ln Wa lktu Hukum Terha lda lp Rela la ls 

Palnggila ln Mela llui e-Summons da ln Sura lt Terca lta lt,” Prima lgra lhal La lw Review Vol. 1 No. 2, 

(September 2023), hal. 125. 
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“Pemalnggilaln Sida lng Pengaldilaln Menggunalkaln Suralt Tercaltalt dallalm 

Perspektif Hukum A lcalral Perdaltal”. Penelitia ln ini membalhals tentalng ta ltal calra l 

pemalnggilaln pengaldilaln dengaln menggunalkaln suralt tercaltalt menurut 

Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Aldministra lsi 

Perkalral daln Persida lngaln Perkalral Secalral Elektronik daln kesesua lialn 

penggunalaln suralt tercaltalt dengaln hukum alcalral perdaltal. Penelitia ln ini 

merupalkaln penelitia ln keperpustalkalaln, ya litu dilalkukaln dengaln calra l 

mempelaljalri buku-buku, teks-teks hukum altalu informalsi yalng sifa ltnya l 

relevaln.22  

Aldalpun Persa lmalaln penelitialn ini denga ln penelitia ln dialtals aldallalh 

salmal-salmal membalhals terkalit Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 7 Ta lhun 

2022 tentalng Aldministralsi daln persidalngaln elektronik. Seda lngkaln Perbeda laln  

penelitialn dialtals dengaln Penelitialn penulis tulis ia llalh penelitialn dialtals 

membalhals terkalit Pema lnggilaln sidalng melallui suralt tercaltalt yalng diliha lt dalri 

segi hukum alcalral perdaltal, penelitialn ya lng penulis teliti ini memba lhals terkalit 

kealbsalhaln daln kepaltutaln dalri pemalnggilaln melallui suralt tercaltalt ya lng 

disalmpalikaln oleh Petugals Pos Indonesial sertal Alkibalt hukum yalng muncul dalri 

peneralpaln relalals palnggilaln tersebut. 

 

 

 

                                                           
22 Alhma ld Burha lnuddin,dkkl, “Pema lnggilaln Sida lng Penga ldila ln Mengguna lka ln Sura lt 

Tercalta lt da lla lm Perspektif Hukum Alca lra l Perda lta l,” Ralden Intaln Interna ltionall Conference on 

Shalria l a lnd Lalw Volume 1 ( 2024), hal. 545–559. 
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Table 1.1  Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan 

1.   Penelitian Dyah Ayu 

Syarifah (503210020). 

Penelitian berjudul 

Efektivitas Perma 

Nomor 7 Tahun 2022 

Tentang Administrasi 

Perkara Dan 

Persidangan Di 

Pengadilan Secara 

Elektronik (Studi Pada 

Pengadilan Agama 

Ngawi dan Pengadilan 

Agama Ponorogo) 

Membahas 

terkait 

ketentuan 

PERMA 

Nomor 7 Tahun 

2022 

Penelitian terdahulu 

membahas terkait 

keefektivitasan hukum 

terhadap Perma Nomor 7 

Tahun 2022 tentang 

Administrasi Perkara dan 

Persidangan di pengadilan 

secara elektronik serta 

Pemberlakuan surat 

tercatat dalam Perma 

Nomor 7 Tahun 2022. 

Sedangkan Penelitian ini 

membahas terkait 

Keabsahan surat tercatat 

pada Perma Nomor 7 

Tahun 2022 tentang 

Administrasi Perkara dan 

Persidangan di pengadilan 

secara Elektronik. 

2.  Penelitian  Dwi Utami 

Hudaya Nur. Penelitian 

ini berjudul Peranan 

Juru Sita dalam Proses 

Pemanggilan Para 

Pihak di Pengadilan 

Agama. 

Adapun Persamaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

diatas adalah terkait 

Proses Pemanggilan 

para pihak 

Yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian diatas 

adalah penelitian di atas 

membahas. terkait Peranan 

Juru Sita dalam Proses 

Pemanggilan Para Pihak di 

Pengadilan Agama. 

Sedangkan Penelitian ini 

membahas terkait Proses 

pemanggilan menggunakan 

surat tercatat yang 

disampaikan oleh pihak PT. 

Pos Indonesia23 

                                                           
23 Dwi Utami Hudaya Nur, “Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak 

di Pengadilan Agama,” Al-Ahya: Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan dan Transformasi 

sosial Vol. 7 No. 1 (2021),hal.30. 
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3.  Penelitian  Dicki 

Iskandar dan Rita 

Rahmawati. 

Penelitian ini 

berjudul Relaas 

Berbasis Online 

dan Implikasinya 

Terhadap 

Keabsahan 

Putusan (Studi di 

Pengadilan Agama 

Brebes) 

Adapun 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

diatas adalah 

terkait Proses 

persidangan 

secara 

Elektronik 

Yang membedakan 

penelitian ini dengan 

penelitian diatas adalah 

penelitian di atas 

membahas terkait Relaas 

Berbasis Online dan 

Implikasinya Terhadap 

Keabsahan Putusan (Studi 

di Pengadilan Agama 

Brebes). Sedangkan 

Penelitian ini membahas 

terkait keabsahan surat 

tercatat pada Perma 

Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan 

di pengadilan secara 

Elektronik24 

 

4.  Penelitian Novitsar 

Hasintongan 

Pakpahan. Penelitian 

ini berjudul “Teori 

Ketepatan Waktu 

Hukum Terhadap 

Pemanggilan Melalui 

e-Summons dan Surat 

Tercatat 

Adapun 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

diatas adalah 

sama-sama 

membahas terkait 

Pemanggilan 

melalui surat 

tercatat 

Yang membedakan 

penelitian ini dengan 

penelitian diatas adalah 

penelitian di atas membahas 

tentang ketepatan waktu 

hukum Relaas panggilan 

melalui e-Summons dan  

surat tercatat, sedangkan 

penelitian ini membahas 

terkait keabsahan dan 

kepatutan dari Relaas 

panggilan yang disampaikan 

Petugas Pos kepada pihak 

berperkara. 

                                                           
24 Dicki Iskandar,dkk, “Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan 

Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes),” Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 

Volume: 1 Nomor: 1 (2021), hal. 34 
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5.  Penelitian Ahmad 

Burhanuddin,Syeh 

Sarip 

Hadaiyatullah,dan 

Pramudya Wisesa 

(UIN Raden Intan 

Lampung). Penelitian 

ini berjudul 

“Pemanggilan Sidang 

Pengadilan 

Menggunakan Surat 

Tercatat  dalam 

Perspektif Hukum 

Acara Perdata”. 

Adapun 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

diatas adalah 

sama-sama 

membahas 

terkait 

Peraturan 

Mahkamah 

Agung Nomor 

7 Tahun 2022 

tentang 

Administrasi 

dan 

persidangan 

elektronik. 

Perbedaan penelitian diatas 

dengan Penelitian penulis 

tulis ialah penelitian di atas 

membahas terkait 

Pemanggilan sidang melalui 

surat tercatat yang dilihat dari 

segi hukum acara perdata, 

penelitian yang penulis teliti 

ini membahas terkait 

keabsahan dan kepatutan dari 

pemanggilan melalui surat 

tercatat yang disampaikan 

oleh Petugas Pos Indonesia 

serta Akibat hukum yang 

muncul dari penerapan 

Relaas panggilan tersebut. 

 

 

G. Sistematika penulisan  

Algalr mendalpaltkaln galmbalraln mengenali malteri pokok daln taltal urutaln 

penulisaln dallalm penelitia ln ini, malkal penulis ralsal perlu menyusun sistema ltikal 

penulisaln. Sistema ltikal dallalm penulisaln penelitialn ini disusun dallalm limal balb, 

sebalgali berikut :  

BAlB I Penda lhulualn, menguralikaln laltalr belalkalng malsallalh dalri paldal 

penelitialn ini, rumusa ln malsallalh, tujualn penelitialn, signifikalnsi penelitia ln, 

definisi operalsiona ll untuk membaltalsi malsallalh dallalm penelitialn, kaljialn pustalkal 

daln sistemaltikal penulisaln. 



22 
 

BAlB II Lalndalsaln Teoritis, balb ini berisi tentalng teori-teori  daln hall-

hall yalng membalhals mengenali Rela lals palnggilaln menggunalkaln suralt tercaltalt 

paldal Permal Nomor 7 Talhun 2022 di Pengaldilaln Algalmal Balralbali. 

BAlB III Metode penelitia ln, yalkni tentalng jenis, sifalt daln loka lsi 

penelitialn, teknik pengumpula ln daltal, daln teknik pengola lhaln daltal daln alnallisis 

daltal. 

BAlB IV Sa ljialn Daltal daln Alnallisis. yalkni memualt tentalng galmbalraln 

umum terhaldalp palpalraln daltal identitals Informa ln, palpalraln Balgalimalnal 

Ketentualn relalals palnggilaln menggunalkaln suralt tercaltalt di Pengaldilaln A lgalmal 

Balralbali daln alkibalt hukum dalri peneralpaln relalals palnggilaln menggunalkaln suralt 

tercaltalt di Pengaldilaln Algalmal Balralbali. Daltal ya lng didalpalt kemudialn dia lnallisis 

dengaln teori paldal sebelumnyal sehinggal menyelesalikaln penelitialn.  

BAlB V Penutup. Paldal balb ini berisika ln kesimpulaln daln juga l salraln 

ya lng diralsal perlu untuk dimua lt. 

 


